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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian yang penulis lakukan
terkait Kepastian Hukum Atas Pelaksanaan Lelang Berdasarkan Parate Executie
Dan Title Executorial Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan didasarkan pada SEMA nomor 4 tahun
2014 adalah:

1. Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam
negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara
Negara;

2. Sertifikat Hak Tanggungan adalah sama dan dianggap sebagai pengganti
grosse akta hipotik;

3. Dalam pelaksanaan lelangnya grosse akta hipotik bersadasarkan Pasal 224
HIR dan 258 RBg bisa diterapkan sebagai dasar hukum pelaksanaan lelang
eksekusi Hak Tanggungan;

4. Parate executie dianggap benar dan sah karena telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan asas eksekusi yang
mudah dan pasti;

5. Dalam pelaksanaannya dasar hukum Parate executie bertentangan dengan

Pasal 224 HIR dan 258 RBg dan menurut sistem hukum dan hirarki
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peraturan perundang-undangan maka, Pasal 224 HIR dan 258 RBg dapat
mengesampingkan dasar hukum pelaksanaan Parate execultie;

6. SEMA Nomor 4 tahun 2014 dapat dikesampingkan karena pada dasarnya
hanya berlaku dalam lingkup peradilan saja;

7. Asas mudah dan pasti yang tertuang dalam UUHT dapat dianggap
melanggar asas perlindungan pada asas dasar hukum perdata karena dapat
merugikan hak-hak debitur.

Berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan problematika hukum atas
kekosongan hukum, konflik hukum dan atau kekaburan hukum. Penulis
menyimpulkan bahwa dasar hukum masing-masing pelaksanaan eksekusi sudah
diatur dan sudah jelas pengaturannya, namun ada konflik hukum atas dasar hukum
antara pelaksanaan masing-masing eksekusi. Sehingga penulis melihat

problematika yang ada adalah konflik hukum.

B. Saran
Setelah diketahui permasalahan dan jenis problematika hukum yang ada
penulis menyarakan agar DPR dan Presiden serta pihak-pihak terkait yang
berwenang mengganti, merubah atau membuat peraturan di Indonesia untuk:
1. Meneliti dengan detail pengaturan tentang pelaksanaan lelang yang ada
diindonesia pada umumnya dan yang ada pada UUHT khususnya Pasal 6
Pasal 14, Pasal 26 dan penjelasan umum angka 9 pada khususnya;
2. Perlu dibuatkan peraturan baru sebagai hukum acara perdata terkait
pelaksanaan lelang parate executie khususnya jika debitur masih
menghuni objek lelang, yang setara dengan undang-undang agar dapat

menggantikan HIR dan RBg, sehingga tidak lagi terjadi konflik yang pada
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asasnya lex superiori derogat lex inferiori, sehingga dapat diabaikan oleh
HIR dan RBg;

. Hukum acara perdata yang baru dimaksudkan tentunya harus
memperhatikan dengan jelas hak-hak kreditor dan debitur namun hak
debitur yang harus diutamakan, karena berdasarkan asas perlindungan
yang menganggap debitur lebih lemah posisinya;

. Sebelum ada peraturan baru yang mengatur tentang pelaksanaan parate
executie hendaknya penyelenggara negara yang terlibat dalam
problematika pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan menjalankan
hukum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada
dan berlaku sebagai hukum positif saat ini tanpa mengenyampingkan asas

kepastian hukum.
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